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P U T U S A N

Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

PEMOHON,  Nik:  3603191212940003,  lahir  di  Tangerang,  12  desember  1994,  umur 28 tahun,

Agama  Islam,  Pendidikan  SLTA,  Pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat

tinggal di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan

Panongan,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi  Banten,  sebagai

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Jakarta, 25 Maret 1992, Usia 30 tahun, Pendidikan terakhir SLTA,

Agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx

xx xx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  27

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada

tanggal 27 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2022/ PA.Tgrs,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah  pasangan

suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal

14  Mei  2017  di  hadapan  Pejabat  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxx,  sebagaimana
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terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/64/V/2017 tertanggal 14

Mei 2017;

2. Bahwa,  Pernikahan  Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara

Islam  atas  dasar  saling  suka  sama  suka  dengan  kesepakatan  untuk

membina  keluarga  yang  Sakinah,  Mawaddah  wa  Rahmah;  yakni

membangun rumah tangga yang di  dalamnya tidak lain  hanya untuk diisi

dengan  saling  memberikan  rasa  Sakinah,  nyaman  dan  betah,  saling

mencurahkan  Mawaddah,  rasa  cinta,  kasihsa  yang,  penghargaan  dan

penghormatan,  serta  senantiasa  mengharap  Rahmah Allah  SWT

sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur’an suratAr-Rum: 21;

3. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

terakhir tinggal bersama dikediaman bersama di   di  xxxxxxxx xxx xxx xxx

xxxx  xxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxx

xxxxxx;

4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya

suami isteri dan belum dikaruniai  anak;

5. Bahwa, kurang lebih sekitar bulan Mei tahun 2021, keadaan rumah

tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu akibat perselisihan yang

terus-menerus, disebabkan:

5.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah

tangga sehingga Termohon tidak Pernah mau mendengarkan nasehat

Pemohon;

5.2. Termohon  tidak  jujur  dalam  hal  mengelolah   keuangan

keluarga;

5.3. Termohon  memiliki  banyak  hutang  tanpa  sepengetahuan

Pemohon;

5.4. Komunikasi  antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

terbina  dengan  baik,  sehingga  sering  terjadi  perselisihan  dan

percekcokan terus menerus walau hal sepele;

6. Bahwa,   mengingat  ternyata  Termohon  hingga  saat  ini  tidak  juga

mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi

tuntutan syariat  untuk  asyir  bilma’ruf,  yakni  mendudukkan Pemohon pada
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tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi

sangat kecewa, padahal  Pemohon telah memberikan kesempatan kepada

Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan

penuh cinta kasih;

7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri  pun telah sangat buruk dan

puncaknya  terjadi  kurang  lebih  pada  Bulan  Oktober  tahun  2021,  dimana

antara  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  serumah  hingga  kini  antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami

isteri lagi;

8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini

sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih

antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

9. Bahwa,  Pemohon  telah  mencoba  untuk  memperbaiki  hubungan

rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon,  namun  hingga  kini  keadaan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak Nampak kearah perbaikan

bahkan  pertengkaran-pertengkaran  yang  timbul  antara  Pemohon  dengan

Termohon  justru  semakin  parah  dan  menjadi-jadi  dan  sangat  sulit  untuk

didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini

dikabulkan  agar  Pemohon  dengan  Termohon  terhindar  dari  dosa  dan

kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa,  keadaan-keadaan  tersebut  di  atas  di  samping  telah

memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga

telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon

dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli,

hal  mana  membuat  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

semakin  memburuk  sehingga  sulit  untuk  dipertahankan  lagi,  padahal

Pemohon  –sekali  lagi-  telah  memberikan  kesempatan  kepada  Termohon

untuk  berubah  dan  membangun  rumah  tangga  sakinah,  mawaddah,

warohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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11. Bahwa,  dengan  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  jelas  telah

mengindikasikan  adanya  keretakan  dan  pecahnya  rumah  tangga  antara

Pemohon  dan  Termohon  yang  semata-mata  disebabkan  oleh  kesalahan

Termohon,  kesalahan  mana  terhadapnya  tidak  pernah  ada  upaya  untuk

diperbaiki  oleh  Termohon  sendiri  sehingga  dan  oleh  karenanya  demi

kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hokum

apabila KetuaPengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa

perkara  ini  berkenan  untuk  menyidangkan  perkara  Cerai  Talak  ini  untuk

kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa,  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  (ENDANG  KUSMAWAN  Bin

ARDANI);

2. Memberikan izin kepada Pemohon (ENDANG KUSMAWAN Bin ARDANI)

untuk  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon  (LUSI  KARTIKA Binti

SOPIAN LEKAT)  di  Pengadilan  Agama Tigaraksa  Dan  Menjatuhkan  Talak

satu Raj’i ;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  menurut  hukum  yang

berlaku; 

SUBSIDAIR:

- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;
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Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan, maka jawaban  Termohon atas permohonan  Pemohon tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat 

a. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk atas  nama  Pemohon yang

dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tangerang,  xxxxxxxx  xxxxxx,

telah  bermaterai  cukup,  telah  dinazagelen  Kantor  Pos,  serta  telah

diperiksa  oleh  Ketua  Majelis  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  dan

selanjutnya diparaf dan tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/64/V/2017 tertanggal 14 Mei

2017,  atas  nama  Pemohon  dengan  Termohon,  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Banten,  bermeterai  cukup,  telah  dinazagelen  Kantor  Pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  Jayadi bin Sayuti , mengaku sepupu Pemohon, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama LUSI KARTIKA;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  bersama

dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon

mulai terjadi percekcokan;

- Bahwa  penyebab  terjadi  percekcokan,  karena  Termohon  tidak

menghormati  Pemohon  sebagai  kepala  rumah  tangga  sehingga,
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Termohon  tidak  jujur  dalam  hal  mengelolah   keuangan  keluarga,

Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan Oktober 2021;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  pernah  dirukunkan,  namun  tidak

berhasil.

Saksi 2, Sang Sang bin Sinan, mengaku paman Pemohon, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama LUSI KARTIKA;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx

xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx

;

- Bahwa Pemoho dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan

TermohonHarmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan

Termohon mulai terjadi percekcokan;

- Bahwa  penyebab  terjadi  percekcokan,  karena  Termohon  tidak

menghormati  Pemohon  sebagai  kepala  rumah  tangga  sehingga,

Termohon  tidak  jujur  dalam  hal  mengelolah   keuangan  keluarga,

Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan Oktober 2021;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  pernah  dirukunkan,  namun  tidak

berhasil.

Bahwa selanjutnya  Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala  sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  pemanggilan  kepada  Pemohon dan  Termohon untuk

menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal  121

ayat (1) dan (2)  HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

dengan  demikian  pemanggilan  tersebut  telah  dilaksanakan  secara  resmi  dan

patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir

sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya

tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  Termohon harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan

permohonan  Pemohon mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan

verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon  karena  Termohon

tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa Pemohon telah  mengajukan  alat  bukti  surat  berupa

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi  kutipan akta nikah (bukti

P.2) yang menurut  penilaian Majelis Hakim alat  bukti  tersebut merupakan akta

autentik dan telah memenuhi  syarat  formil  dan materiil  alat  bukti  sebagaimana

Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal  3 ayat (1)

huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
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dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa  Pemohon dengan  Termohon

merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam

perkawinan yang sah  sejak  tanggal  14 Mei 2017 dan belum pernah bercerai di

Pengadilan Agama, dan berdasarkan  Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu

Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon juga  telah  mengajukan  saksi-saksi  yaitu:

Jayadi  bin  Sayuti   dan  Sang  Sang  bin  Sinan,  keduanya  telah  memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah  sumpah  di  muka  sidang,

keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu  sama lain  dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Pemohon serta tidak ada

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  keterangan  kedua  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti  tertulis  dan

keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  pernah  hidup  rukun  dan  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena  Termohon

tidak  menghormati  Pemohon  sebagai  kepala  rumah  tangga  sehingga,

Termohon tidak jujur dalam hal mengelolah  keuangan keluarga, Termohon

memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan  Termohon  telah  berpisah  sejak  bulan  Oktober

2021;

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun

tidak berhasil.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan

batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

sejak bulan Oktober 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali  rukun karena

keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan

hati  untuk bercerai  dengan Termohon,  yang tentunya rumah tangga seperti  itu

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan  untuk

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  seperti  itu  bukan  saja  tidak  lagi

mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan  penderitaan

batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi

jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  permohonan  Pemohon untuk

bercerai  dengan  Termohon telah  memiliki  cukup  alasan,  maka  permohonan

Pemohon patut  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohondi depan siding Pengadilan Agama

Tigaraksa, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang,  bahwa oleh karena perkara ini  termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon,  TERMOHON  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Tigaraksa;  

4. Membebankan kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan

tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H. dan  Endin Tajuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

    Hakim Anggota,                     Ketua Majelis,

    Drs. H. Musifin, M.H.                          Drs. H. Makka A.

    Endin Tajuddin, S.Ag., M.H.                           Panitera Pengganti,
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Dra. Umi Wardah

Rincian biaya :

1. Pendaftaran    : Rp  30.000,00

2. Proses            : Rp  75.000,00

3. Panggilan Pemohon  : Rp 125.000,00

4. PNBP panggilan : Rp  10.000,00

5. Panggilan Termohon  : Rp 300.000,00

6. PNBP panggilan : Rp  10.000,00

7. Redaksi           : Rp  10.000,00

8. Materai            : Rp  10.000,00

       J u m l a h     : Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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